
184 

 

Sururi, 2016 
Studi Efektivitas Penilaian Kinerja Kepala SMP Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan temuan serta analisis data sebagaimana fokus 

kajian dalam penelitian yang berkenaan dengan efektivitas penilaian kinerja 

kepala SMP Negeri di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 diperoleh 

kesimpulan bahwa penilaian kinerja kepala SMP Negeri di Kabupaten 

Bandung Barat secara keseluruhan dapat dikatakan belum cukup efektif, hal 

ini terlihat dari beberapa indikator berikut: 

1. Berdasarkan komponen penilaian dan metode penilaian yang digunakan 

dalam penilaian kinerja kepala SMP Negeri di Kabupaten Bandung 

Barat, maka yang digunakan nampak lebih mengarah pada komponen 

out put dengan pendekatan yang mengarah pada hasil kerja (result 

approach). Dimana kepala sekolah dinilai lebih banyak berdasarkan 

hasil kerjanya dengan melihat dokumen-dokumen/bukti-bukti kerja 

yang terkait dengan tugas pokok  kepala sekolah, sementara penilaian 

input (awal kondisi sekolah ketika kepala sekolah menjabat) serta 

penilaian proses (yang terkait bagaiaman hasil kerja itu diperoleh) 

belum bisa terungkap dalam penilaian kinerja kepala SMP Negeri di 

kabupaten bandung barat. Apalagi penilaian bagi kepala sekolah yang 

tugasnya disekolah secara geografis jauh dari ibu kota kabupaten atau 

sekolah yang sulit terjangkau kendaraan. Hal tersebut kurang bisa 

dipotret karena para penilai (pengawas) juga intensitas pengamatannya 

masih terbatas, walaupun penilaian sudah melibatkan tim penilai.  

2. Berdasarkan kriteria keterandalan, sensitivitas, relevansi, akseptabilitas 

dan kepraktisan konten/isi dari penilaian kinerja, maka penilaian yang 

digunakan belum bisa diandalkan untuk menilai kinerja kepala sekolah 

secara utuh. Sedangkan menurut pandangan responden dari sisi 

sensitivitas, relevansi, akseptabilitas dan kepraktisan sudah cukup 

sensitif, relevan dengan pekerjaan kepala sekolah, akseptabel dan 

praktis. Namun demikian masih diperlukan obyektivitas dari penilai. 
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Kalau penilai tidak mau repot apalagi ada hubungan keakraban dengan 

yang dinilai tinggi, hal tersebut menjadikan instrumen ini tidak bisa 

membedakan mana kepala sekolah yang produktif dan mana  yang 

kurang produktif. Jika dilihat dari efektivitas ketercapaian tujuan dari 

penilaian kinerja seperti promosi, demosi, pemberian kompensasi, 

pembinaan dan pengembangan, maka penilaian kinerja ini belum efektif 

dan belum dijadikan dasar sepenuhnya untuk pengambilan keputusan. 

3. Dari sudut pandang individu, instrumen penilaian kinerja ini bisa 

memberikan manfaat memperjelas tugas dari kepala sekolah. selain itu 

serta memberikan rangsangan serta dukungan bagi kepala sekolah 

untuk dapat berkinerja yang lebih baik lagi. Namun karena tidak ada 

tindak lanjut setelah dilakukan penilaian lambat laun manfaat itu 

semakin berkurang, bahkan penilaian kinerja ini dianggap “formalitas” 

rutin yang harus dilakukan. Sedangkan dari sudut pandang lembaga, 

sistem penilaian kinerja ini memberikan manfaat bisa mendukung 

manajemen untuk pengambilan keputusan seperti menarik atau 

mempertahankan kepala sekolah yang memiliki keahlian namun masih 

belum bisa dijadikan dasar utama dalam menempatkan kepala sekolah. 

 

B. IMPLIKASI 

Evaluasi terhadap penilaian kinerja dipakai sebagai salah satu 

masukan untuk menilai efektifitas penilaian kinerja terhadap hasil yang 

diinginkan. Dinas Pendidikan dalam melakukan evaluasi terhadap penilaian 

kinerja harus dapat menggambarkan sejauhmana pencapaian penilaian kinerja 

kepala sekolah terhadap tujuan yang akan dicapai. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa 

implikasi sebagai berikut: 

1. Dalam penilaian kinerja kepala sekolah diperlukan instrumen yang 

benar-benar bisa mengukur kinerja kepala sekolah secara komprehensif. 

Sehingga diperlukan instrumen yang juga komprehensif menyangkut 

komponen input, komponen proses dan komponen output. Hal tersebut 

bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait 
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dengan penilaian kinerja kepala sekolah, seperti pengawas, 

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau Asosiasi Kepala  Sekolah, Staf 

Dinas  Pendidikan bahkan perlu validasi secara eksternal sehingga 

instrumen yang dibuat dan akan digunakan dalam penilaian kinerja 

kepala sekolah bisa mengukur kinerja kepala sekolah secara utuh. 

Disamping itu perlu dibangun komitmen yang kuat antar berbagai unsur 

dalam penilaian kinerja kepala sekolah sehingga masalah geografis 

bukan suatu kendala dalam melakukan penilaian kinerja kepala sekolah.  

2. Dinas pendidikan sebagai penanggungjawab penilaian kinerja kepala 

sekolah bisa lebih oyektif pula dalam memilih penilai. Kalau penilai itu 

adalah pengawas sekolah, maka dinas pendidikan perlu seleksi yang 

obyektif (sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan) terhadap calon 

pengawas. Bahkan jika diperlukan pengawas sekolah itu harus pernah 

jadi kepala sekolah. Sedangka untuk mengurangi subyektivitas atau 

bias-bias dalam penilaian yang diberikan penilai, perlu ada ruang untuk 

ternilai (kepala sekolah) melakukan banding terhadap catatan dan nilai 

kinerja yang diberikan penilai. Selain itu, adanya validasi dari pihak 

eksternal juga perlu dilakukan agar terjamin obyektivitas penilaiannya.  

3. Penilaian kinerja yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan 

(tahun kedua didasarkan pada tahun pertama dan seterusnya) menjadi 

sangat penting, sehingga hasil penilaian ini benar-benar bisa 

mendukung dalam rangka pengambilan keputusan ditingkat 

manajemen.  Tidak selamanya kinerja yag diharapkan dapat dicapai 

dengan baik, dalam artian ada kinerja yang memenuhi harapan dan ada 

pula yang dibawah standar yang ditetapkan. Apapun hasil kinerja para 

kepala sekolah haruslah dikomunikasikan dengan memberikan umpan 

balik. Dengan memberikan umpan balik yang baik akan dapat 

meningkatkan iklim organisasi yang sehat.  

4. Penilaian kinerja kepala sekolah membutuhkan sistem yang handal 

sehingga dapat meningkatkan efektivitas penilaian kinerja kepala 

sekolah yang andal, relevan, sensitif, akseptabel dan praktis. 
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C. REKOMENDASI   

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian yang diperoleh, maka 

peneliti mengajukan beberapa rekomendasi terkait efektivitas penilaian 

kinerja kepala sekolah  yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Bandung Barat. Adapun rekomendasi yang peneliti ajukan 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk meningkatkan efektivitas penilaian kinerja kepala sekolah, maka 

dalam pelaksanaannya hendaknya disepakati bersama dengan pihak-

pihak pengawas, kepala sekolah bisa melalui MKKS atau Asosiasi 

Kepala Sekolah bahkan perlu dilakukan juga validasi secara eksternal 

yang dilakukan oleh para ahli baik dari perguruan tinggi maupun dari 

lembaga lain yang terkait. Tentu harus mengacu pada prinsip 

keandalan, relevansi, sensitivitas, akspeptabilitas dan kepraaktisan dari 

sebuah penilaian kinerja. Pemilihan tim penilaian harus benar-benar 

memilih orang yang mampu menerjemahkan indikator kinerja ke dalam 

bentuk instrumen. Khusus untuk pengawas sekolah, karena rekruitmen 

jabatannya menjadi kewenangan Dinas pendidikan, maka 

seyogyanyalah Dinas Pendidikan harus selektif dalam melaksanakan 

rekruitmen pengawas sekolah. Walaupun sudah ada aturan rekrutmen 

pengawas yaitu Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 serta  Peraturan 

Pemerintah  Nomor 19 tahun 2005; namun pada pelaksanaannya ada 

perbedaan psikologis tersendiri bagi pengawas yang berasal dari guru 

kemudian langsung jadi pengawas. Kadang muncul perasaan sungkan 

terhadap kepala sekolah yang lebih senior darinya. Kondisi berbeda 

dengan pengawas yang sebelumnya pernah menjabat jadi kepala 

sekolah. Apalagi kalau diminta melakukan pembinaan terhadap kepala 

sekolah yang dinilai rendah kinerjanya namun kepala sekolah lebih 

“senior” dari pengawas. Olah sebab itu, pihak Dinas Pendidikan bisa 

mempertimbangkan kembali apabila ingin merekrut pengawas 

diusahakan suah pernah jadi kepala sekolah. 

2. Penilaian kinerja kepala sekolah hendaklah dilakukan secara 

berkelanjutan dan berkesinambungan. Penilaian 4 tahunan seharusnya 
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merupakan akumulasi dari penilaian tahunan sebelumnya. Karena 

catatan dan nilai dari penilaian kinerja tahun harus terdokumentasikan 

dengan baik (data kuantitatif dan data kualitatif). Sehingga seorang 

kepala sekolah akan terpantau perkembangan kinerjanya. Untuk 

menjaga kesinambungan penilaian maka pihak dinas pendidikan tidak 

boleh lagi mengangkat atau memberhentikan kepala sekolah ditengah-

tengah tahun ajaran. Karena itu, pihak dinas pendidikan agar 

memperhatikan juga tentang waktu pengangkatan kepala sekolah. 

Disamping itu, untuk mengefektifkan penilaian, pihak dinas perlu 

menerapkan tindak lanjut yang jelas agar penilaian kinerja bisa 

meningkatkan kinerja kepala sekolah. 

3. Model pengembangan efektivitas penilaian kinerja kepala sekolah 

sebagai hasil dari penelitian ini, merupakan salah satu bentuk alternatif  

solusi yang dapat dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan pengawas. 

Berkenaan dengan model tersebut masih dalam bentuk model hipotetik, 

maka diperlukan pengujian lebih lanjut baik dalam skala kecil maupun 

dalam skala besar. Evaluasi model pengembagan efektivitas penilaian 

kinerja kepala sekolah diperlukan dengan lebih menekankan pada aspek 

efesiensi, efektivitas dan produktivitas serta relevansi model sesuai 

dengan indikator keberhasilan dan tujuan utama penilaian kinerja 

kepala sekolah. 

 


